
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK 

NOMOR 3 TAHUN 2023 
TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 

HIDUP 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi 
Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat 

Statistik tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan Hidup; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3683); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6634); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan 
Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 139); 

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1585); 

9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1586); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA ALAM DAN 
LINGKUNGAN HIDUP. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebut Neraca SDA dan LH adalah neraca 
yang menggambarkan mengenai cadangan (stok) aset 

sumber daya alam dan lingkungan hidup serta 
perubahannya. 

2. Neraca Arus Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
yang selanjutnya disebut Neraca Arus SDA dan LH adalah 
neraca yang menggambarkan aliran (flow) input alam dari 

lingkungan ke ekonomi, aliran produk di dalam ekonomi, 
dan aliran sisaan atau limbah dari ekonomi ke lingkungan. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut 

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

5. Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang selanjutnya 

disebut Lembaga, adalah lembaga pemerintah yang 
dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan 

tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

6. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, 

adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 
mempunyai tugas pemerintahan di bidang kegiatan 

statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden.  
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7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi 

berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, 
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang 
merepresentasikan keadaan sebenarnya atau 

menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang 

karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang 

diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, dan analisis. 

10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, 
dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam 
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, 

atau di atas permukaan bumi. 
11. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya 

ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi 
pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri 
lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang 

penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. 
12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu 

dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan 
dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi 

yang bersangkutan. 
13. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan 

Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

14. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, 
pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan 
pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan 

atau masyarakat. 
15. Hasil Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup adalah data administratif yang menginformasikan 

tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup selain 
hasil dari statistik dasar dan statistik sektoral. 

16. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang 
terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara 
keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 

17. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain. 

18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling 
mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 

stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 
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BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

 
Pasal 2 

Pedoman Penyusunan Neraca SDA dan LH ini merupakan 

panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam penyusunan Neraca SDA dan LH 
sebagai bagian dari instrumen perencanaan pembangunan 

berkelanjutan dan kegiatan ekonomi dalam instrumen ekonomi 
lingkungan hidup. 

 
Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

 
Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Neraca SDA dan LH meliputi: 
a. Neraca Aset, yang mencatat cadangan (stok) aset 

sumber daya alam dan lingkungan hidup serta 

ekosistem tertentu, termasuk perubahannya, dalam 
suatu wilayah yang disajikan dalam bentuk spasial 
dan tabular. 

b. Neraca Arus, yang mencatat aliran (flow) input alam 
dari lingkungan ke ekonomi, aliran produk di dalam 

ekonomi, dan aliran sisaan atau limbah dari ekonomi 
ke lingkungan, termasuk aktivitas ekonomi yang 
memiliki tujuan utama untuk mengurangi tekanan 

terhadap lingkungan dan mengefisienkan 
penggunaan sumber daya alam. 

(2) Pedoman penyusunan Neraca SDA dan LH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini.  
 

BAB III 

PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA ALAM DAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

 
Pasal 4 

(1) Neraca SDA dan LH disusun sesuai kebutuhan dan 

jenjang pemerintahan meliputi tingkat: 
a. Nasional; 
b. Provinsi; dan 

c. Kabupaten/Kota. 
(2) Neraca SDA dan LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun oleh Lembaga yang memiliki kewenangan di 
bidang statistik berkoordinasi dengan instansi pemerintah 
yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan 

nasional maupun daerah dan/atau Kementerian, 
Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah terkait bidang 

sumber daya alam dan lingkungan hidup. 
(3) Neraca SDA dan LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun berdasarkan: 
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a. statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS; 
b. statistik sektoral yang dihasilkan oleh Produsen Data 

sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia; 

c. hasil inventarisasi dan kompilasi produk administrasi 
terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

dan/atau 
d. data geospasial. 

(4) Penyusunan Neraca SDA dan LH dilakukan sekurang-

kurangnya setiap 5 (lima) tahun. 
(5) Neraca SDA dan LH sebagaimana diatur pada ayat (1) 

disusun sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 

Peraturan Badan ini. 
 

BAB IV 
PENYEDIAAN DATA 

 

Pasal 5 
(1) Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintahan Daerah 

yang memiliki kewenangan terkait bidang sumber daya 
alam dan lingkungan hidup harus menyediakan data 
statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3) huruf b untuk penyusunan Neraca SDA dan LH 
kepada instansi yang memiliki tugas pemerintahan di 
bidang statistik.  

(2) Instansi yang memiliki kewenangan di bidang statistik 
akan melakukan pembinaan statistik sektoral kepada 

Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintahan Daerah 
yang memiliki kewenangan terkait bidang sumber daya 
alam dan lingkungan hidup secara berkala. 

(3) Neraca SDA dan LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disajikan dalam satuan fisik dan/atau dalam satuan mata 

uang.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan data diatur 

dalam Lampiran Peraturan Badan ini. 

 
BAB V 

ANGGARAN 

 
Pasal 6 

Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah 
bertanggung jawab menyediakan anggaran penyediaan data 
statistik dasar dan sektoral untuk penyusunan Neraca SDA 

dan LH sesuai dengan kewenangannya. 
 

BAB VI 

DISEMINASI DAN EVALUASI 
 

Pasal 7 
(1) Hasil penyusunan Neraca SDA dan LH sebagaimana 

dimaksud dalam pasal (4) disajikan dalam berbagai 

bentuk media publisitas dan diunggah dalam situs resmi 
Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah 

yang terkait. 
(2) Frekuensi penyusunan Neraca SDA dan LH dilakukan 

secara periodik sesuai kebutuhan negara. 
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(3) Hasil penyusunan Neraca SDA dan LH mengedepankan 
prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik 
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
 

Pasal 8 
(1) Evaluasi hasil penyusunan Neraca SDA dan LH dilakukan 

oleh Lembaga yang memiliki kewenangan di bidang 

statistik, berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang 
membidangi urusan perencanaan dan pembangunan 
nasional maupun daerah dan/atau Kementerian, 

Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah terkait bidang 
sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pada akhir tahun anggaran secara berkala. 

(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat mengikutsertakan akademisi yang memiliki 
keahlian di bidang ekonomi dan lingkungan hidup.  

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

Ketentuan lebih lanjut Pedoman Penyusunan Neraca Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 
 

Pasal 10 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Maret 2023 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 

ttd. 

MARGO YUWONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Maret 2023 

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN 
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ASEP N. MULYANA 
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